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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

di Apotek Pahala Ruko Sakura Regency, Jl. Jetis Seraten No. 2, Ketintang, 

Kecamatan Gayungan, Surabaya. Jati pada 24 September hingga 26 

Oktober 2024, berikut adalah hasil kesimpulannya: 

1. Kegiatan PKPA di Apotek Pahala Ketintang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, 

posisi, dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian 

di apotek, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, pengelolaan, pemusnahan, serta pelayanan resep dan 

swamedikasi. 

2. Kegiatan PKPA ini memberikan pengalaman praktis bagi calon 

Apoteker untuk menguasai keterampilan kefarmasian baik secara 

manajerial maupun dalam pelayanan farmasi klinik, yang 

menekankan akurasi dan keterampilan manajerial dalam 

mengelola sumber daya di apotek. 

3. Program ini juga menjadi sarana pengembangan diri calon 

Apoteker, yang didasari nilai-nilai PEKA (Peduli, Komit, dan 

Antusias), serta membangun keterampilan komunikasi dan 

kepercayaan diri dalam melayani pasien maupun berinteraksi 

dengan rekan sejawat. 

4. Kegiatan PKPA di Apotek Pahala memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai strategi pendirian dan pengembangan 

apotek. Melalui kegiatan ini, calon Apoteker dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk 

menghadapi tantangan di dunia kerja, sehingga mampu berperan 
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sebagai tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan beretika 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan setelah pelaksanaan Program Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya mempersiapkan diri dengan 

lebih baik sebelum memulai Program Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di apotek, agar saat program berlangsung, mereka dapat 

lebih siap dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi 

dengan pasien serta masyarakat dengan lebih efektif. 

2. Mahasiswa calon apoteker harus mempelajari, memahami dan 

selalu update mengenai peraturan yang tercantum pada Undang- 

undang kefarmasian yang berlaku dan informasi dalam dunia 

farmasi serta manajerial dalam apotek. 
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